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Abstract: Pembangunan daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Terluar (3T) telah menjadi prioritas
pembangunan pemerintah sejak tahun 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan
desa 3T di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah
11 provinsi yang memiliki status daerah 3T.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis
regresi linear berganda dengan didukung perangkat
lunak E-views. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
APBD dan investasi dalam negeri adalah determinan
yang tepat dalam meningkatkan pembangunan
daerah 3T.
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PENDAHULUAN
Pembangunan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) telah menjadi fokus prioritas

pembangunan pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2020 hingga 2024 telah menargetkan bahwa 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal yang
ada perlu diselesaikan (Republik Indonesia 2020). Problematika utama daerah 3T akan mengacu
pada tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendapatan
masyarakat rendah, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, dan tingkat aksesibiltas
yang terbatas (Kurniawan and Simandjorang 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat
Statistik (BPS) juga mencatat bahwa tingkat ketimpangan Indonesia cenderung meningkat dalam
kurun waktu 2019 hingga 2023, dengan tingkat rasio gini mencapai 0,388 poin pada Maret 2023
(BPS 2023). Sedangkan tingkat ketimpangan telah dianggap sebagai anteseden dalam
peningkatan kemiskinan di Indonesia (Mansi et al. 2020). Sisi lain, pembangunan ekonomi yang
diharapkan memiliki korelasi positif, cenderung menunjukkan efek dualisme dan memperlebar
ketimpangan yang ada (Azis 2022; Mansi et al. 2020; Shoesmith, Franklin, and Hidayat 2020).
Peningkatan PDB hanya memberikan gambaran atas peningkatan kemampuan daya beli
masyarakat dan tingkat kemiskinan akan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-rata (Le
Caous and Huarng 2020).

Problematika serupa telah dihadapi masyarakat dunia dan telah menjadi konsensus
bersama untuk mengurangi kemiskinan, tanpa kelaparan, peningkatan kesehatan dan
kesejahteraan, serta peningkaan kualitas pendidikan yang diamanatkan dalam Sustainable
Development Goals (SDGs) (UNDP 2015). Berdasarkan indeks SDGs tahun 2023, Indonesia
telah menempati peringkat 75 dari 166 negara dengan total skore mencapai 70,2. Meskipun,
demikian dalam laporan SDGs tahun 2023, beberapa tantangan utama adalah tingkat kesehatan,
tingkat pendidikan, dan ketimpangan. Sedangkan, kemiskinan menunjukkan arah yang lebih baik
dalam catatan indeks SDGs (United Nations 2023). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
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Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa salah satu tujuan pemerintah adalah memajukan kesejahteraan
umum. Penerjemahan tujuan tersebut kemudian dimasukkan dalam beberapa pasal yang
mengatur bahwa negara perlu menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi setiap warga
negara (Pasal 27 ayat 2), terpenuhinya hak hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28A),
memperoleh hak pendidikan (Pasal 31 ayat 1 hingga 5), memperoleh layanan kesehatan (Pasal
28H ayat 1), dan terjaminnya kemakmuran rakyat dari sisi ekonomi dan sosial (Pasal 33 ayat 3
dan Pasal 34 ayat 1 hingga 2).

Dalam mewujudkan ketercapaian indikator kesejahteraan tersebut UUD 1945 pasal 23
ayat 1 mengatur bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan perwujudan
dari pengelolaan keuangan negara serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, alokasi dana APBN akan menjadi titik tolak keberhasilan
permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia (Arma, Noor, and Sujarwoto 2017).
Sebelumnya, penelitian Putri & Wulandari (2022) telah menjelaskan bahwa alokasi APBN pada
aspek infrastrktur listrik lebih efisien dalam menurunkan ketimpangan dibandingkan
pembangunan infrastruktur sanitasi dan jalan raya. Selanjutnya, dalam menjalankan peran
desentralisasi, maka pemerintah juga melakukan pengalokasian anggaran pada setiap daerah
otoritas seperti provinsi hingga pedesaan (Purbadharmaja et al. 2019).

Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana desa tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan pada daerah otonom yang dimaksud
(Kurniawan and Simandjorang 2022; Purbadharmaja et al. 2019). Secara tidak langsung, alokasi
tersebut juga dimaksudkan untuk mereduksi ketimpangan, kemiskinan, peningkatan layanan
kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan, dalam mewujudkan masyarakat desa yang
sejahtera. Pertimbangan lain daripada alokasi APBD adalah alokasi investasi kepada desa.
Pertimbangan ini didasarkan pada hasil temuan empiris Park & Wang (2010) yang
mengungkapkan bahwa alokasi investasi dapat memberi kebermanfaatan pada desa miskin di
China. Meskipun demikian, kebermanfaatan tersebut dapat tercapai jika alokasi lebih difokuskan
pada aspek pembangunan SDM dan peningkatan infrastruktur kesehatan. Selain itu, alokasi dana
desa yang tepat sasaran juga menunjukkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat pedesaan pada daerah Kalimantan Barat (Alias 2022). Pertimbangan kualitas sumber
daya juga perlu ditingkatkan dalam mewujudkan peningkatan kualtias pembangunan desa
(Faradis and Afifah 2021).

Beragam temuan empiris tersebut telah menjelaskan bahwa APBD, investasi lokal, dana
desa, dan investasi asing memiliki implikasi penting terhadap pembangunan desa. Dengan
demikian, maka perlu untuk dilakukan pengujian secara empiris terkait faktor-faktor tersebut
dalam pembangunan desa 3T, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020 hingga 2024.
Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan anteseden yang paling relevan terhadap
pembangunan daerah 3T. Dengan demikian, penelitian ini mempertimbangkan alokasi APBD,
investasi lokal, dana desa, tingkat IPM terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) pada 11
provinsi di Indonesia yang berstatus memiliki daerah 3T, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-
2024. Temuan empiris ini akan menjelaskan terkait faktor yang paling relevan terhadap alokasi
pembangunan desa 3T di Indonesia. Secara praktis, hasil temuan ini dapat menjadi pertimbangan
bagi pemerintah secara umum untuk memperhatikan alokasi dana yang efektif dan efisien
terhadap pembangunan daerah 3T. Selain itu, temuan ini juga dapat digunakan sebagai acuan
bagi para investor lokal untuk dapat mengalokasikan dananya kepada daerah 3T, dalam wujud
peningkatan pembangunan pedesaan.
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LANDASAN TEORI
Agensi Teori

Teori agensi menjelaskan bahwa agen atau manajemen memiliki hubungan dengan
prinsipal atau pemilik dalam sebuah organisasi bisnis atau perusahaan yang memiliki
kecenderungan terjadi asimetri informasi dan terjadinya konflik kepentingan yang mendoron
agen menyembunyikan informasi sebenarnya dari prinsipal (Jensen and Meckling 1976). Teori
ini memiliki akar dengan teori ekonomi, teori sosiologi, teori keputusan, dan teori organisasi
(Bjurstrøm 2020; Leruth and Paul 2007; Smith and Bertozzi 1998). Pada dasarnya, teori ini
menegaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen dilakukan dalam suatu kontrak implisit
atau eksplisit yang menegaskan bahwa agen akan bertindak sebagaimana keinginan dari prinsipal
(Bendickson et al. 2016). Meskipun demikian, agen akan jauh memiliki banyak informasi
dibandingkan prinsipal. Asimetri informasi pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan-
permasalahan kontraktual antara agen dan prinsipal, seperti moral hazaard, bounded rationality,
dan adverse selection. Sehingga, dimungkinkan agen akan bertindak untuk memenuhi
keinginannya sendiri dan cenderung mengabaikan tujuan dari prinsipal (Bendickson et al. 2016;
Bjurstrøm 2020; Song, Wang, and Cavusgil 2015).

Perspektif teori ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara manajer dan
pemilik saham (Darmawan 2021; Moloi and Marwala 2020), antara pelayan dengan pelanggan
(Mills 1990; Tan and Lee 2015), antara eksekutif dengan para pekerja (Hannafey and Vitulano
2013; Mitchell and Meacheam 2011), dan hubungan antara rakyat dengan pemerintah (Dawson et
al. 2016; Parker et al. 2018). Dalam negara demokrasi modern hubungan telah ditemukan
hubungan keagenan pada sektor publik (Gomez-Mejia and Wiseman 2007). Pada konteks ini
sebuah negara atau pemerintah akan berperan sebagai organisasi atau disebut sebagai organisasi
publik (Intarakumnerd and Chaoroenporn 2013). Dalam berperan sebagai organisasi publik,
sebuah negara atau pemerintah memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan cenderung tidak mencari profit (Grindle 1997). Hal ini selaras dengan amanat
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah
kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tugas utama negara atau
pemerintah sebagai organisasi publik adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemahaman tersebut telah berkembang pada negara demokrasi yang menggunakan
prinsip pendelegasian pada sektor eksekutif dan legistatif untuk menjalankan pemerintahan. Pada
sisi lain rakyat telah menjalankan kewajiban dalam membayar pajak untuk peningkatan
pembangunan negara (Cheru 2012). Selaras dengan hal tersebut Moe (1984) menegaskan bahwa
terdapat hubungan keagenan dalam penganggaran dalam struktur pemerintahan, sebab terdapat
pengalokasian wewenang dari pemilih kepada para legislator. Sehingga, masyarakat akan
mempercayakan kepengurusan sebuah negara melalui perwakilan yang mereka pilihdalam segi
eksekutif dan legislatif (McCarthy-Cotter and Flinders 2018; Strøm 2000). Para legislatif dan
eksekutir akan berperaen sebagai expert agent dalam menjalankan keputusan terkait penggunaan
dana-dana publik (Hagen 2010). Sebagaimana konsep dasar pada teori keagenan, bahwa agen
selalu memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan prinsipal sehingga memungkinkan
terjadinya asimetri informasi, maka risiko serupa juga dapat terjadi pada konteks organisasi
publik. Mengingat bahwa legislatif dan eksekutif sebagai ultimate principals maka terjadinya
moral hazaard, seperti tindak pidana korupsi atas dana APBN, APBD, dan dana desa
dimungkinkan terjadi (Chitu 2016; Diansari, Musah, and Binti Othman 2023; Gitaharie et al.
2022; Williams 2021).
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Indeks Pembangunan Desa
Indeks pembangunan desa merupakan indeks komposit yang terdiri atas penilaian 3 faktor

utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan (BPS 2018). Indeks
ketahanan sosial akan merepresentasikan aspek kesehatan, pendidikan, media untuk sosialiasasi,
dan kebeiasaan masyarakat desa. Indeks ketahanan ekonomi akan berkaitan dengan ketersediaan
akses distribusi logistik, aksesibilitas terhadap lembaga keuangan, adanya lembaga keuangan, dan
kemudahan menggunakan layanan industri keuangan. Pada aspek ekologi akan berkaitan dengan
kondisi lingkungan dan potensi alam yang ada (BPS 2018; Kemendesa 2023). Menurut
Peraaturan Menteri Desa (Permendesa PDTTrans) Nomor 2 Tahun 2016 indeks pemangunan
desa tersebut akan digunakan untuk mengklasifikasikan status desa dalam 5 kategori, meliputi:

1. Desa pratama
Desa pratama adalah desa dalam status belum berkembang dan sangat rentang terhadap
guncangan ekonomi dan konflik sosial politik. Desa ini dianggap belum mampu mengelola
potensi sumber daya yang dimiliki. Desa pada status ini memiliki nilai indeks dibawah 0,491
2. Desa pra-madya
Desa ini memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, namun pengelolaan
sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan. Rendahnya pengelolaan sumber daya yang
dimiliki menjadikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat rendah. Desa dalam status
ini memiliki nilai indeks pada rentang 0,492 hingga 0,599.
3. Desa madya
Desa madya merupakan desa yang memiliki banyak potensi sumber daya, namun terkedala
dalam optimalisasi sumber daya. Sehingga, problema daripada desa ini adalah pemanfaatan
sumber daya untuk mereduksi kemiskinan. Nilai rentang 0,600 hingga 0,707 akan menjadi
indeks pada desa dalam status madya.
4. Desa pra-sembada
Desa pra-sembada atau desa berkembang merupakan desa yang memiliki segala potensi
sumber daya ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu, desa ini juga dapat mengelola sumber
daya tersebut untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan.
Nilai indeks untuk desa ini adalah 0,707 hingga 0,815.
5. Desa sembada
Desa sembada atau desa mandiri adalah desa yang dapat melaksanakan pembangunan desa
secara mandiri dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Sehingga,
desa akan berperan sebagai pemerintah otonom untuk mengatur segala bentuk pembangunan
yang ada pada wilayah tersebut. Nilai indeks untuk desa ini berada lebih dari 0,815.
Pada kategori desa 3T, nilai indeks pembangunan desa rerata pada rentang kurang dari 0,491

hingga 0,707. Sehingga dapat diketahui bahwa indeks untuk desa 3T akan masuk dalam kategori
desa pratama hingga desa madya. Karakteristik utama kategori desa pratama hingga desa madya
adalah pengelolaan sumber daya ekonomi, ekologi, dan sosial yang dimiliki (Prasetyo and Sonny
2020). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa problema pengembangan atau pembangunan
desa dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi perlu untuk diklasifikasi.

(TAMBAHKAN TABEL DESA TERTINGGAL)
(CEK INDEKS)
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun yang telah
ditetapkan dalam peraturan daerah dan telah disetujui oleh pihak legislatif daerah atau Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD akan terdiri atas 3 komponen utama, yaitu penapatan
daerah, pembiayaan, daerah, dan belanja daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2017). Dalam pendapatan daerah terdapat pos Dana Perimbangan yang diklasifikasikan sebagai
dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai perwujudan desentralisasi fiskal (Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan 2021). Dana Perimbangan juga akan disalurkan dalam bentuk
Alokasi Dana Desa dengan alokasi minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah
Dana Bagi Hasil (DBH) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2018). Dengan demikian,
pembangunan pedesaan akan berkaitan erat dengan alokasi APBD yang diberikan. Alokasi DAU
dan DBH menjadi salah satu langkah desentralisasi fiskal dalam rangka peningkatan
pembangunan daerah (Akita, Riadi, and Rizal 2021). Langkah desentralisasi tersebut juga telah
menunjukkan hasil positif dalam menurunkan tingkat disparitas regional dan tingkat
pembangunan regional (Talitha, Firman, and Hudalah 2020). Penelitian Sihombing et al. (2022)
menyarankan bahwa fungsi ekonomi dari APBD perlu dialokasikan secara tepat sasaran dalam
mendukung peningkatan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian Maskun & Istinah
(2020) menunjukkan bahwa pengaturan APBD yang dialokasikan terhadap desa dapat
meningkatkan pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah

H1: APBD berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.

Dana Desa
Dana desa merupakan dana yang telah dialokasikan oleh pemrintah pusat kepada

pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat (DJPB
2021). Tujuan pengalokasian dana desa telah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, bahwa alokasi dana desa menjadi salah satu komitmen negara untuk
melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi kuat, demokratis, mandiri, dan
maju. Sehingga, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,
dijelaskan bahwa alokasi dana desa perlu dilakukan secara berkeadilan. Dengan demikian, fokus
utama alokasi dana desa adalah pemberdayaan dan pembangunan desa. Selaras dengan hal
tersebut, penelitian Handayani & Badrudin (2019) menjelaskan bahwa dampak daripada alokasi
dana desa pada tahun 2015 telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada 411 kabupaten di
Indonesia. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Arham & Payu (2020) bahwa pengolkasian
dana desa yang tepat saasran akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut penelitian
Fahri (2017) menunjukkan bahwa hubungan antara dana desa terhadap pembangunan desa adalah
positif. Sehingga peningkatan alokasi dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa. Selain
itu, manajemen keuangan desa juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pembangunan desa.
Peningkatan dana desa juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap indeks desa
membangun pada Kabupaten Munahasa Tenggara (Arina, Masinambow, and Walewangko 2021).
Selaras dengan hal tersebut penelitian Muslihah et al. (2019) juga menjelaskan bahwa
peningkatan alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.
Dengan demikian, hipoetsis yang diajukan adalah

H2: Dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.

Investasi Dalam Negeri
Faktor lain yang menunjukkan pengaruh penting terhadap pembangunan desa adalah

investasi. Alokasi investasi akan memberi dampak pada peningkatan daya tarik wilayah sebagai
tujuan investasi wirausahawan mikro dan multinasional (Elias 2022). Peningkatan investasi
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memungkinkan pengembangan potensi desa, dengan pemanfaatan tanah yang ada dan
pembangun SDM yang dimiliki (Ding and Lichtenberg 2011). Temuan Paramita &
Purbadharmaja (2015) menunjukkan bahwa investasi yang dilaokasikan telah menunjukkan peran
dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah
Bali. Sejalan dengan temuan tersebut, teori pertumbuhan Solow telah menekankan bahw investasi
domestik dapat meningkatkan pendapatan dalam negeri dan peningkatan modal kerja yang pada
akhirnya meningkatkan produktivitas perekonomian. Sehingga, alokasi investasi yang difokuskan
terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan pengembangan potensi desa, akan meningkatkan
kualitas desa tersebut (Ding and Lichtenberg 2011; Elias 2022; Paramita and Purbadharmaja
2015; Park and Wang 2010). Penelitian Mahriza & B (2019) menunjukkan bahwa investasi
dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain
itu, Soleh (2017) menyarankan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan skema
penanaman modal dalam negeri dengan melibatkan warga desa. Dengan demikian, hipotesis yang
diajukan adalah

H3: Investasi domestik berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.

Investasi Asing
Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk

membuka Bidang Usaha Tertutup Dengan Persyaratan di Sektor Penanaman Modal disebutkan
bahwa investasi asing merupakan kegiatan invesasi yang dilakukan oleh investor asing atau
kolaborasi antara investor domestik dan investor asing. Sehingga modal asing yang
diinvestasikan sepenuhnya di Indonesia atau sebagian modal asing dan sebagian modal domestik
telah dapat dimaknai sebagai investasi asing (Akbar, Haerisma, and Suharto 2023). Alokasi
investasi asing ini dapat memperkuat modal dalam negeri dan mendorong peningkatan
pembangunan (Awandari and Indrajaya 2016). Peningkatan investasi asing akan mendorong
peningkatan pembangunan ekonomi (Tseng and Zebregs 2002). Dalam teori neo-klaik ekonomi
menjelaskan bahwa peningkatan alokasi modal asing dapat mendorong peningkatan kepemilikan
teknologi dalam negeri, langkah ini akan selaras dengan peningkatan produktivitas dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi (Solow 1956). Selain itu teori pertumbuhan endogen juga
bereanggapan bahwa aliran dana investasi dapat meningkatkan potensi teknologi suatu daerah
dari peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki dan pada akhirnya meningkatkan
pembangunan daerah tersebut (Romer 1990). Meskipun demikian temuan Purwadi et al. (2019)
menjelaskan bahwa strategi investasi akan dapat mendorong perekonomian di Indonesia dengan
peningkatan fasilitas investasi dan peraturan terkait investasi yang dapat memberi
kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah

H4: Investasi Asing berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.
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Gambar 1. Konseptual Model Penelitian

METODE PENELITIAN
Data

Penelitian ini menggunakan sampel 11 provinsi di Indonesia dengan tingkat daerah 3T
tertinggi, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat,
dan Papua. Penentuan sampel tersebut didasarkan pada PP Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Rentang waktu amatan adalah 2021 hingga
tahun 2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diadopsi dari publikasi
lembaga pemerintah. Seperti, Indeks Pembangunan Manusia dan investasi domestik diadopsi dari
Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diadopsi
dari publikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan alokasi dana desa serta
Indeks Desa Membangun diadopsi dari Kementerian Desa.

Metode Penelitian
Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mencari determinan terhadap pembangunan desa
3T maka metode ini menjadi relevan (Liu et al. 2021). Penelitian ini melibatkan 4 variabel
independen dan 1 variabel dependen. Sehingga persamaan regresi secara matematis dapat
dituliskan sebagai berikut

IDM = α + β1 FDI + β2 APBD + β3 ADD + β4 ID + ε (1)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Tabel 1 dalam penelitian ini menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif pada setiap
variabel. Dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 4 variabel dengan 1 variabel
dependen yaitu IDM dan 3 variabel independen yaitu FDI, APBD, dan PMDN. Secara
keseluruhan total sampel dalam penelitian ini adalah 33 sampel. Adapun nilai rata-rata (mean)
daripada variabel FDI adalah 8,483, dengan nilai tengah (median) 2,478, Standar Deviasi (Std.
Dev) adalah 1,204, nilai minimum adalah 8,300 dan nilai maksimum adalah 4,998. Berikutnya
untuk variabel APBD memiliki nilai rata-rata sebesar 2,619, nilai tengah sebesar 2,738, nilai
Standar Deviasi sebesar 3,558, nilai minimum sebesar 2,081, dan nilai maksimum adalah 3,050.
Pada variabel IDM diketahui bahwa nilai rata-rata adalah 0,632, dengan nilai tengah sebesar
0,629, nilai Standar Deviasi adalah 0,078, nilai minimum adalah 0,456 dan nilai maksimum
adalah 0,759. Terakhir, variabel PMD, diketahui bahwa nilai rata-rata adalah 2,139 dengan nilai
tengah sebesar 2,180, nilai Stadar Deviasi adalah 2,082, nilai minimum adalah 1,602, dan nilai
maksimum adalah 2,590.

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Variable Obs Mean Median Std.Dev. Min Max
FDI 33 8.483 2.478 1.204 8.300 4.998
APBD 33 2.619 2.738 3.558 2.081 3.050
IDM 33 0.632 0.629 0.078 0.456 0.759
PMDN 33 2.139 2.180 2.082 1.602 2.590

Pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam
penelitian ini akan meliputi pengujian normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, dan uji
heterokedastisitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menerapkan pengujian Jarque-Bera.
Luaran nilai probabilitas pengujian adalah 0,6690. Nilai tersebut lebih besar daripada ambang
batas 0,05 (> 0,05) dan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.
Pengujian dilanjutkan dengan menguji linearitas menggunakan pengujian Ramsey-RESET. Hasil
pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,522. Nilai tersebut lebih besar daripada
ambang batas 0,05 (> 0,05) dan disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel
independen terhadap variabel dependen.

Pengujian dilanjutkan dengan menguji autokrelaso dilakukan dengan menerapkan
pengujian Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier (BGLM). Nilai probabilitas adalah sebesar
0,175 atau di atas ambang batas 0,05 (> 0,05) dan dapat disimpulkan tidak terdapat permasalahan
autokorelasi dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik terakhir adalah uji heterkodestisitas
dengan menerapkan pengujian Breusch-Pagan. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas
sebesar 0,124 atau berada di atas ambang batas 0,05 (> 0,05) dan disimpulkan tidak terdapat
permasalahan heterokedastisitas pada data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini memenuhi asumsi klasik. Hasil pegujian asumsi klasik secara keseluruhan disajikan
pada tabel 2.
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Tabel 2. Uji Asumsi Klasik
Asumsi Klasik Pengujian Probabilitas
Normalitas Jarque-Bera 0.660
Linearitas Ramsey RESET 0.522
Autokorelasi BGLM 0.175
Heterokedastisitas Breusch-Pagan 0.124

Pengujian koefisien determinasi (R²) diterapkan dalam penelitian ini. Nilai adjusted R²
menunjukkan nilai sebesar 0,7400 dan dapat disimpulkan bahwa 74% variabel independen dalam
penelitian ini mempengaruhi variabel dependen IDM. Sedangkan, 26% dipengaruhi oleh variabel
lain di luar penelitian. Pengujian berikutnya adalah uji F yang dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai
F-statistik sebesar 19,222 dengan nilai probabilitas 0,000. Hasil ini memberi pemahaman bahwa
APBD, DD, FDI, dan PMDN dalam penelitian ini secara bersama-sama mempegnaruhi variabel
dependen IDM. Hasil pengujian R² dan F secara keseluruhan disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji R² & Uji F
Pengujian Nilai
Adjusted R² 0.7400
F-statistik 19.222
Prob(F-Statistik) 0.000

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji hubungan antara variabel independen
terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan terdapat 2 hipotesis diterima dan 2
hipotesis ditolak. Adapun hipotesis diterima meliputi hubungan positif signifikan antara APBD
terhadap IDM (α: 0,0043; p-value < 0,01), hasil ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel
konstan dan APBD meningkat sebanyak Rp 1, maka IDM akan meningkat sebanyak 0,0043.
Adapun hubungan signifikan positif antara PMDN terhadap IDM juga dikonformasi dalam
penelitian ini (α: 0,015198; p-value < 0,05), hasil ini menjelaskan bahwa jika seluruh variabel
diasumsikan tidak berubah dan terdapat peningkatan PMDN sebesar Rp 1, maka IDM akan
berubah sebesar 0,015198.

Adapun 2 hipotesis ditolak dalam penelitian ini meliputi hubunga positif signifikan antara
FDI terhadap IDM (α: -0,016082; p-value < 0,05) dan hubungan positif signifikan antara DD
terhadap IDM (p-value > 0,01). Hasil ini memberi pemahaman bahwa jika seluruh variabel
konstak dan terjadi peningkatan FDI sebesar Rp 1, maka IDM cenderung turun sebesar 0,016082
dan untuk DD ditemukan tidak menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan IDM. Hasil
pengujian ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis
Variabel α Std. Error t-stat p-value
FDI -0.016082 0.004864 -3.306.492 0.0027
APBD 0.004390 0.002229 1.969.297 0.0593
DD -0.000544 0.005028 -0.108211 0.9146
PMDN 0.015198 0.003670 4.141.645 0.0003

Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

pembangunan daerah 3T. Dalam merepresentasikan tingkat pembangunan daerah 3T, penelitian
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ini menggunakan IDM atau Indeks Desa Membangun. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
alokasi APBD memiliki hubungan positif siginfikan terhadap IDM daearh 3T. Temuan ini
mendukung hasil temuan Sihombing et al. (2022) dan Maskun & Istinah (2020) yang
mengungkapkan bahwa alokasi APBD memungkinkan peningkatan pembangunan desa. Hasil
temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan pembangunan daearah 3T akan
sejalan dengan pengalokasian APBD pada desa. Hal ini juga sejalan dengan penerapan fungsi
desentralisasi untuk mereduksi tingkat disparitas regional dan tingkat pembangunan regional
(Talitha et al. 2020). Alokasi dana APBD yang tepat sasaran akan memiliki kecenderungan
peningkatan terhadap pertumbuhan daerah 3T. Mengingat bahwa dalam APBD terdapat DAU
dan DBH sebagai langkah perluasan fiskal dalam rangka pembangunan daerah. Alokasi DAU dan
DBH yang relevan akan mendorong peningkatan pembangunan daerah. Dengan demikian,
hipotesis 1 diterima dalam penelitian ini.

Meskipun APBD telah menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan fungsi
desentralisasi daerah, alokasi dana desa cenderung tidak memberikan pengaruh terhadap
pembangunan desa. Dalam penelitian ini DD tidak berpengaruh terhadap IDM dan hipotesis 2
ditolak. Temuan ini berlainan dengan hasil temuan sebelumnya yang menjelaskan bahwa alokasi
dana desa akan meningkatkan pembangunan daerah 3T (Arina et al. 2021; Handayani and
Badrudin 2019; Muslihah et al. 2019). Temuan ini cenderung menjustifikasi temuan Arham &
Payu (2020) bahwa alokasi dana desa perlu dilakukan secara tepat sasaran. Alokasi dana desa
yang tepat sasaran akan meningkatkan potensi desa dan meningkatkan pembangunan desa.
Alokasi tepat sasaran perlu dilakukan dengan memahami potensi masing-masing desa.
Sebagaimana amanat daripada PP No. 60 Tahun 2014 bahwa dana desa adalah komitmen negara
dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi kuat, demokratis, mandiri,
dan maju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu mengalokasikan dana desa secara
tepat sasaran untuk meningkatkan kemajuan dan kesajahteraan masyarakat

Sisi lain, pemerintah desa juga perlu melakukan pengelolaan investasi yang masuk.
Penelitian ini menjustifikasi bahwa investasi dalam negeri memilki pengaruh positif terhadap
pembangunan daerah 3T. Alokasi investasi domestik dapat berbentuk investasi wirausaha mikro
dan kecil untuk meningkatkan kualitas perekonomian wilayah tersebut (Elias 2022). Selain itu,
alokasi investasi dalam negeri yang difokuskan terhadap pembukaan lapangan pekerjaan,
pengembangan potensi desa, dan meningkatkan kualitas desa akan memiliki kecendeurngan
terhadap peningkatan pembangunan pedesaan (Ding and Lichtenberg 2011; Elias 2022; Paramita
and Purbadharmaja 2015; Park and Wang 2010). Sehingga tata kelola investasi domestik juga
perlu dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa perlu memfokuskan investasi pada
sektor-sektor potensial yang dimiliki pedesaan atau menetapkan aturan untuk membuka lapangan
pekerjaan dengan mendorong masyarakat desa bekerja di tempat tersebut. Sisi lain, pemerintah
juga dapat mengajak masyarakat untuk berinvestasi pada pembangunan desa (Soleh 2017).
Dengan demikian, temuan ini akan mendukung teori pertumbuhan Solow yang mengungkapkan
bahwa investasi domestik mampu meningkatkan pendapatan dalam negeri dan meningkatkan
modal kerja suatu wilayah (Solow 1999).

Faktor terakhir yang penting untuk dipertimbangkan dalam meningkatkan pembangunan
daerah 3T adalah investasi asing. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi asing berpengaruh
negatif signifikan terhadap pembangunan daerah 3T. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa
peningkatan aliran investasi asing memiliki kecenderungan menurunkan tingkat kualitas
pembangunan pedesaan. Temuan berlainan dengan sejumlah temuan empiris sebelumnya (Romer
1990; Tseng and Zebregs 2002). Meskipun demikian temuan ini cenderung mendukung pendapat
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yang mengungkapkan bahwa investasi asing cenderung dilakukan oleh perusahaan multinasional
pada daerah dengan tingkat regulasi rendah dan memindahkan produksi mereka pada wilayah
tersebut (Chandran and Tang 2013). Sehingga investasi asing yang masuk cenderung
memberikan efek negatif pada daerah investasi, termasuk kerusakan lingkungan dan
ketidakmampuan daerah dalam berkembang (Ali et al. 2020). Hal ini menjelaskan bahwa
pemerinta desa perlu melakukan pengelolaan atas investasi asing yang masuk, termasuk
meningkatkan regulasi terkait objek investasi. Selain itu, dalam pengelolaan dana investasi asing
ini peran pemerintah nasional dan daereah juga perlu ditingkatkan. Kolaborasi hulu hingga hilir
akan menjadi solusi atas efektivitas investasi asing dalam mendorong peningkatan pembangunan
daerah 3T.

KESIMPULAN
Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi pembangunan daerah 3T. Penelitian ini mempertimbangkan APBD, dana desa,
investasi domestik, dan investasi asing untuk diuji pengaruhnya terhadap pembangunan desa 3T.
Hasil temuan ini menunjukkan bahwa APBD dan investasi domestik cenderung lebih efektif
dalam meningkatkan pembangunan desa 3T. Hasil ini memperjelas bahwa desentralisasi dana
nasional hingga pengelolaan investasi domestik dapat berpotensi meningkatkan pembangunan
desa. Sisi lain, investasi asing cenderung menunjukkan pengaruh negetif. Dengan demikian,
peningkatan terkait aturan dan regulasi atas investasi asing perlu dilakukan dalam mereduksi efek
negatif daripada investasi asing pada pembangunan desa. Temuan ini akan menjadi perluasan
teoritis bahwa APBD dan investasi domestik memiliki peran penting dalam pembangunan desa.
Selain itu, proses desentralisasi cenderung efektif dalam meningkatkan pembangunan. Temuan
ini juga memberi saran praktis kepada pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola atas dana
desa dan seluruh aliran investasi yang masuk dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.
Terakhir, penelitian ini juga menyarankan untuk penelitian berikutnya dapat melakukan
pengujian jangka panjang aatas dampak APBD, investasi domestik, investasi asing, dan dana
desa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembangunan desa pada masa depan.
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